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ABSTRAK

Dian Retno Pertiwi. 2026. Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagai
Instrumen Pembayaran Non Tunai di Kabupaten Katingan. Pembimbing: Dr.
Novita Weningtyas Respati, S.E., M.Si., Ak., CA.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 mengatur penggunaan
Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai instrumen pembayaran non tunai
dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah
Kabupaten Katingan menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui penerbitan
Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2024 dan penetapan enam perangkat
daerah sebagai pilot project implementasi KKPD. Meskipun berbagai instrumen
administratif telah dibentuk, implementasi operasional KKPD belum berjalan secara
optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi KKPD pada Pemerintah
Kabupaten Katingan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi
implementasinya berdasarkan teori implementasi kebijakan Edwards I11.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus
tunggal pada Pemerintah Kabupaten Katingan. Data diperoleh melalui wawancara
semi-terstruktur, analisis dokumen, dan triangulasi sumber. Analisis data dilakukan
menggunakan teknik pattern matching dengan membandingkan ketentuan normatif
implementasi KKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2022 dengan kondisi empiris di lapangan. Analisis dilakukan menggunakan teori
implementasi kebijakan Edwards 111, sedangkan Institutional Theory digunakan
untuk menginterpretasikan temuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan telah
memenuhi sebagian besar persyaratan administratif implementasi KKPD melalui
penerbitan Peraturan Bupati, kerja sama dengan bank penerbit, penetapan perangkat
daerah pilot project, penerbitan kartu KKPD, dan pengalokasian Uang Persediaan
(UP) KKPD. Akan tetapi, implementasi operasional KKPD belum terlaksana karena
belum terdapat transaksi belanja menggunakan KKPD pada perangkat daerah pilot
project. Hambatan implementasi dipengaruhi oleh interaksi faktor komunikasi,
sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Perspektif Institutional
Theory menunjukkan bahwa tekanan institusional telah mendorong terbentuknya
kepatuhan administratif, tetapi belum menghasilkan perubahan praktik operasional
(decoupling). Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu
memperkuat implementasi KKPD melalui penyusunan pedoman operasional,
peningkatan kapasitas pelaksana, dukungan organisasi, serta monitoring dan evaluasi
secara berkala agar implementasi administratif dapat berkembang menjadi
implementasi operasional.

Kata Kunci: Kartu Kredit Pemerintah Daerah implementasi kebijakan; Edwards I1I;
teori kelembagaan; pemerintah daerah; pattern matching; penelitian kualitatif.
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ABSTRACT

Dian Retno Pertiwi. 2026. Implementation of Regional Government Credit Cards as a Cashless
Payment Instrument in Katingan Regency. Advisor: Dr. Novita Weningtyas Respati, S.E., M.Si.,
Ak., CA.

Keywords: Regional Government Credit Card; policy implementation; Edwards III; institutional
theory; local government; pattern matching; qualitative research.

The digitalization of public financial management has driven governments to adopt various
digital payment instruments to enhance transparency, accountability, efficiency, and control over
local government financial transactions. The Regional Government Credit Card (Kartu Kredit
Pemerintah Daerah/KKPD) is one of the instruments developed to support these objectives.
However, the implementation of KKPD in local governments still faces a gap between administrative
readiness and operational execution. This study aims to analyze the implementation of KKPD in the
Katingan Regency Government and identify the factors influencing its implementation based on
Edwards I1I’s policy implementation theory.

This study employed a qualitative single-case study approach within the Katingan Regency
Government. Data were gathered through semi-structured interviews, document analysis, and
source triangulation. Data analysis was conducted using the pattern matching technique, comparing
the normative provisions of KKPD implementation based on the Minister of Home Affairs
Regulation Number 79 of 2022 with empirical conditions in the field. The analysis was performed
using Edwards III’s policy implementation theory, with Institutional Theory as a complementary
perspective for interpreting the research findings.

The results of the study indicate that the Katingan Regency Government has met most of the
administrative requirements for KKPD implementation through the issuance of Regency
Regulations, collaboration with the issuing bank, designation of pilot regional apparatuses, issuance
of KKPD cards, and allocation of KKPD revolving funds. However, the operational
implementation of KKPD has not yet been realized, as there have been no expenditure transactions
using KKPD within the pilot regional apparatuses. Implementation constraints are influenced by
the interaction among communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic
structure. The institutional theory perspective suggests that institutional pressures have driven
administrative compliance but have not yet led to changes in operational practice (decoupling). The
practical implications of these findings suggest that the implementation of KKPD requires the
formulation of clear operational guidelines, supported by socialization, enhancing the capacity of
implementers, providing organizational support, and conducting regular monitoring and evaluation
so that administrative implementation can evolve into operational implementation.

Banjarmasin, July 15, 2026
Approved by:

NIP. 197710232001122003
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